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ABSTRAKSI 
Surya Pradian Setijono, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Februari 2012, Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik Sehubungan Dengan Pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance,  
Prof.Dr.Sudarsono,SH,Ms Luthfi Effendi SH,MH,. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan 
Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikhususkan unutk Surat Izin Mendirikan 
Bangunan tempat tinggal atau Rumah, kemudian bagaimanakah kualitas 
pelayanan publik di dalam pengurusan IMB tersebut, upaya-upaya apa yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang di dalam meningkatkan pelayanan publik 
tersebut dan hubungannya dengan good governance, sehingga penelitian ini dapat 
bermanfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Kota 
Malang di dalam meningkatkan pelayanan publik untuk masa-masa yang akan 
datang dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan mengurangi 
jumlah pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan seperti adanya bangunan tanpa 
Izin Mendirikan Bangunan dan adanya bangunan yang menggunakan Izin 
Mendirikan Bangunan Palsu. 

Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan  
yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji KEPMENPAN NO.63 Tahun 
2003 dan menganalisa mengenai upaya pemerintah Kota Malang di dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good 
governance ,kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada, bahwa Upaya Pemerintah meningkatkan kualitas 
pelayanan publik sehubungan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 
dalam rangka mewujudkan good governance adalah menjalankan ketentuan 
standar pelayanan publik. kendala yang menyertainya antara lain adanya 
keterbatasan dana sehingga BP2T tidak dapat mengadakan forum komunikasi 
dengan masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana tata cara pengurusan 
IMB, selain itu akibat banyaknya masyarakat yang mengurus IMB mengakibatkan 
penyelesaian IMB tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Kendala yang juga dihadapi oleh BP2T yaitu apabila masyarakat yang hendak 
mengurus izin tidak melengkapi persyaratan yang diminta sehingga proses 
penerbitan IMB menjadi terhambat. Selain itu kendala juga dapat terjadi apabia 
bangunan yang hendak diperuntukkan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Kota sehingga sertifikat IMB tidak dapat diberikan. Penerapan prinsip-
prinsip good governance yang dapat mendorong peningkatan pelayanan publik 
dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Malang, didasarkan pada 
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang 
intinya meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu kesederhanaan, kejelasan, keamanan, 
kepastian waktu, akurasi, tanggung-jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, 
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. 

Saran yang dapat penulisberikan sebaiknya BP2T sebaiknya mengadakan 
suatu forum diskusi dengan mengajak masyarakat yang ingin mengurus IMB 
seperti ketika masih berada di bawah naungan Dinas Tata Kota agar masyarakat 
menjadi paham dan mengerti bagaimana prosedur maupun tata cara dalam 
mengurus IMB sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan yang akan 
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diberikan. Kemudian BP2T harus memaksimalkan kinerjanya, agar waktu 
penyelesaian IMB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan banyaknya 
masyarakat yang mengurus izin maka BP2T harus mendahulukan masyarakat 
yang pertama sekali datang untuk mengurus izin, dalam arti kata tidak pandang 
bulu dalam memberikan pelayanan.\\ 
 


